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Khusus untuk nenek, ayah almarhum, ibu, kakak al­
marhum serta adik-adikku saya menyampaikan rasa terima 
kasih serta penghormatan yang dalam atas do'a restu serta 
bantuannya selama saya kuliah di perguruan tinggi.

Akhimya saya berharap semoga skripsi ini kiranya 
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Surabaya, Juni 1991* 
Penulis,

Moch, Juri Muslim.
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B A B  I 
PENDAHULUAN

1.•Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannva

Dewasa ini Bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan 
pembangunan di segala bldang, bahkan sering kita jumpai ke- 
sibukan-kesibukan setiap warga yang berpartisipasi baik se- 
cara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan pemba­
ngunan tersebut.

Manifestasi partisipasi masyarakat tersebut dapat beru- 
pa berbagai aktivitas sesuai dengan ketrampilan yang dimili- 
ki dan tingkatannya dalam masyarakat. Seorang mahasiswa mi- 
salnya yang dengan tekun dan belajar giat dibidangnya, se­
orang pengusaha yang bekerja dengan profesional, atau se­
orang guru yang dengan baik mengajar murid-muridnya, maka 
mereka itu semua sudah termasuk terlibat secara aktif da­
lam pembangunan.

Dalam era yang semakin maju ini seseorang tidak 
saja dianggap berhasil atas jenis pekerjaan yang ia tekuni 
tetapi juga ditentukan oleh tingkat profesionalisme mereka 
dalam melakukan pekerjaannya itu.

Jadi kualitas pekerjaan yang mereka lakukan sangat 
dipengaruhi oleh ketekunan serta profesionalisme dalam pe­
laksanaan tugas atau pekerjaan yang bersangkutan.

Mereka yang dengan giat bekerja dibidang tugas atau

1
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pekerjaannya masing-masing, maka dapat dikatakan bahwa me- 
reka telah turut serta dalam proses pembangunan Bangsa 
Indonesia yang hingga sekarang tdlah memasuki Pembangunan 
Lima Tahun ( PELITA ) tahun yang kelima.

Salah satu dari mereka yang termasuk berpartisipasi 
dalam pembangunan adalah para tekan parkir atau tukang 
penitipan sepeda motor maupun mobil di setiap penjuru kota.

Di terminal misalnya, para tukang parkir/penitipan 
tersebut selalu dengan tekun menjaga setiap kendaraan para 
penunjang yang menitipkan kendaraannya.

Demikian pula yang terjadi di daerah-daerah perto- 
koan maupun di pusat-pusat keramaian disudut-sudut wilayah 
Kotamadya Surabaya selalu kita temukan para tukang parkir 
ini sibuk mengerjakan tugasnya demi kelancaran kita semua.

Dengan demikian sumbangan para tukang parkir/peni­
tipan kendaraan bermotor ini tidak kecil artinya dalam ke­
lancaran pelaksanaan pembangunan khususnya di wilayah Ko­
tamadya Surabaya.

Menurut ketentuan pasal 1694 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata ( selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata ) 
dinyatakan sebagai berikut :

Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima 
suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia 
akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujudnya asal.

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata, Cet. ke-19, Pradnya Paramita, 1985, h. 391*

4
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Dalam ketentuan ini terkandung pengertian bahwa da­
lam perjanjian penitipan barang tersebut terdapat para 
pihak dimana pihak yang satu menitipkan barangnya, sedang 
kan pihak lainnya berkewajiban menyimpan atau menjaga ba­
rang tersebut dan wajib mengembalikan barang tersebut sama 
seperti ujud semula seperti ssat barang tersebut diserahkan 
olen pemiliknya.

Dalam pernyataan ini jelaslah, bahwa setiap orang 
yahg dititipi barang-barang, khususnya barang bergerak, 
harus mengembalikan barang-barang tersebut sama seperti 
ujudnya asal, tanpa cacat sedikitpun.

Dengan kata lain jangankan barang yang dititipkan 
itu hilang, meskipun hanya rusak atau kehilangan bagian- 
nya yang kecil saja tetap hal tersebut menjadi tanggung 
jawab sepenuhnya bagi pihak yang dititipi barang terse­
but.

Kemudian dalam pasal 1696 KUH Perdata dinyatakan 
bahwa jika tidak diperjanjikan sebelu^nya, berarti dilaku­
kan dengan cuma-cuma.

Jika dilihat ketentuan tersebut, maka walaupun 
dilakukan dengan cuma-cuma, jika dikaitkan dengan ketentu­
an pasal 1694 KUH Perdata, maka pihak yang dititipi tetap 
harus mengembalikan dalam bentuk semula jika terjadi keru- 
sakan atau kehilangan.

Dalam hal parkir atau penitipan kendaraan bermotor 
pada umumnya dalam hal ini khususnya sepeda motor, perjan-
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jian antara kedua pihak dapat kita lihat dari adanya kar­
cis parkir/ penitipan yang diberikan oleh pihak yang di­
titipi kepada |(ihak yang menitipkan barangnya* Ini dapat 
dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan barang 
tersebut*

Kemudian di dalaro pasal 1707 KUH Perdata dlnyata - 
kan sebagai berikut :
Ketentuan pasal yang lalu harus dilakukan lebih keras *

1* Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya 
untuk menyimpan barangnya.2* Jika ia telah diperjanjikannya sesuatu upah untuk 
menyimpan itu.

3* Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk 
kepentingan si penerima titipan*

4* Jika telah diperjanjlkan bahwa si jjenerima titipsn 
akan menanggung segala macara kelalalan*2
Jika dilihat ketentuan pasal 1707 KUH Perdata ter- 

sebut diatas maka dengan adanya teopat-tempat penitipan 
sepeda motor yang biasanya diberikan tanda pengenal beru­
pa tulisan- tulisan yang besar dapatlah dikatakan bahwa 
si penerima titipan itu telah menawarkan dirinya untuk 
menyimpan barang pihak yang menitipkan barangnya*

Demikian pula dalam tulisan itu biasanya disebutkan 
tarif parkir yang harus dibayar oleh pihak yang menitip­
kan barangnya* Jika bamng telah berada di tangan pihak 
yang menerima titipan maka jelaslah si penerima titipan 
akan menanggung segala kelalalan terhadap barang yang di-
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titipkan itu. Kelalaian disini termasuk, jika barang yang 
dititipkan tersebut, hilang atau rusak baik sebagaian mau­
pun seluruhnya,

Dalam pasal 1714 KUH Perdata juga lebih ditegaskan 
lagi sebagai berikut : "Si penerima titipan diwajibkan 
mengembalikan barang yang sama yang telah tierimanya".^

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas timbul bebe­
rapa permasalahan yang akan merupakan pokok bahasan dalam 
penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

a. Bagaimana penentuan besarnya ganti rugi terhadap ken­
daraan bermotor yang hilang di penitipan tersebut ?

b. Apakah pihak yang dititipi kendaraan bermotor harus 
mengembalikan baik berupa barang atau harga lawan 
dari barang yang dititipkan tersebut ?

c* Apakah pihak Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya 
dapat dikenakan ganti rugi mengingat karcis parkir 
tersebut diterbitkan oleh Pemda Kotamadya Surabaya ?

2. Pen.ielasan Judul

Untuk memahami judul tulisan ini terlebih dahulun 
akan saya berikan pengertian istilah-Istilah berikut ini : 
Istilah ganti rugi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.
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Kehilangan adalah tidak ada, lenyap, atau tidak ke- 
lihatan. Tempat penitipan adalah lokasi parkir dimana se- 
seorang dapat menitipkan kendaraannya dengan dipungut bea- 
ya parkir. Kendaraan bermotor ada segala jenis kendaraan 
yang menggunakan motor sebagai penggeraknya.

Jadi yang dimaksud dengan 'Ganti rugi atas Kehilang­
an Kendaraan Bermotor di Tempat Penitipan / Parkir- adalah 
ganti rugi dalam bentuk material / uang yang harus diberi­
kan oleh pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya ba- 
ranfe / kendaraan ditinjau dari Hukum Perikatan atau secara 
yuridis.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pada penitipan kendaraan bermotor, dalam hal ini 
yang sering kita jumpai di tempat-tempat keramaian umum 
tersebut keempat unsur sebagaimana yang terdapat dalam 
ketentuan pasal 1706 KUH Perdata ternyata telah ada dan 
dipenuhi.

Tetapi juga karena keramaian umum itu pulalah ti­
dak mustahil jika barang-barang yang dititipkan tersebut 
ternyata hilang atau rusak baik sebagai atau seluruhnya 
di tempat penitipan.

Jika memang terjadi hal yang demikian,m maka si 
penerima penitipan harus menerima tanggaung jawab atas 
semua resiko yang ditimbulkannya, tetapi jika kita lihat 
setuap orang yang bekerja dalam bidang penitipan sepeda
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motor ini sebagian besar adalah orang yang rendah taraf 
ekonominya, sehingga akan menimbulkan masalah dalam hal 
penggantian kerugian karena kerusakan atau kehilangan 
sepeda motor terhadap diri si pemilik sepeda motor terse­
but. Disamping itu juga timbul masalah lain, yaitu bagai- 
mana menentukan harga barang tersebut atau sebagian dari 
harga barang yang hilang atau rusak, karena jika diserah- 
kan kepada pihak pemilik barang akan ditaksirkan dengan 
harga yang relatif tinggi.

Hal - hal inilah yang mendorong saya untuk menulis 
atau menuangkannya ke dalam suatu tulisan ilmiah yang 
berbentuk skripsi yang berjudul "Ganti rugi atas hilang- 
nya Kendaraan Bermotor di Penitipan".
(Tinjauan Yuridis mengenai Perparkiran di Wilayah Kota­
madya Surabaya).

4. Tu.iuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : ®

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Air­
langga.

b. Sebagai salah satu sumbangan bagi sekian banyak kar- 
ya.ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi 
dunia ilmu pengetahuan maupun aplikasinya dalam 
dunia praktek yang riil.
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5. Metodologi

a* Pendekatan Masalah
Dalam penulisan ini digunakan pendekatan yuridis 

dengan peninjauan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang 
berkaitan dengan peraasalahan yang ada. Demikian pula 
dari kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan akan ditarik 
garis pengertian yang akan dikomperasikan dengan teori- 
teori atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk 
menjadi kesimpulan yuridis*

b* Sumber Data.
Data skripsi ini saya peroleh dengan menelaah bahan 

bahan baik yang ada di perpustakaan maupun instansi yang 
berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Selain dari 
bahan tersebut diatas, tidak ketinggalan pula saya pergu- 
nakan bahan-bahan teoritis yang saya peroleh selama kuliah 
di Fakultas Hukum Unair baik berupa catatan maupun Hand- 
Outt

Selain mengumpulkan bahan-bahan yang bersifat teo­
ritis, saya juga melakukan usaha pehgumpulan data di la- 
pangan, dalam hal ini adaiah beberapa areal parkir kenda­
raan bermotor yang terdapat di wilayah Kotamadya Surabaya 
dengan jalan mengadakan wawancara terhadap responden atau 
para petugas parkir di areal parkir tersebut.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.
Prosedur pengumpulan dan pengolahan data ini saya
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lakukan dengan menggunakan :
(i) Eenelitian kepustakaan ( Library research ) yaitu 

yang berupa literatur, persturan perundangan ser- 
ta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan 
masalah yang sedang dibahas. v

(ii) Penelitian lapangan ( Field research ) yaitu dilaG 
kukan dengan cara wawancara / interview dengan 
responden tentang permasalahan yang sedang diba­
has.

d. Analisis Data.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode 

deskriptif analisis yaitu data yang telah dikumpulkan ke­
mudian disusun, dijelaskan dan hasilnya dimanfaatkan untuk 
membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.

6. Pertanggung.iawabkanbSistematika

Guna memudahkan pembaca memahami tulisan ini maka 
perlu saya berikan sistematika penulisannya. Pertanggung- 
jawaban sistematika ini saya awali dengan Bab I Pendahulu- 
an. Dalam bab I ini akan diuraikan tentang permasalahan s 
latar belakang dan rumusannya, penjelasan judul, alasan 
pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi yang meli- 
puti pendekatan masalah sumber data, prosedur pengumpulan 
dan pengolahan data dan terakhir pertanggungjawab siste­
matika*
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Semuanya merupakan tahapan awal untuk mempermudah 
serta memperjelas tulisan ini. Kemudian pada Bab IX akan 
diuraikan mengenai pengertian perikatan, macam-macam per­
ikatan, pihak-pihak yang menjadi subjek dalam perikatan 
dan kemudian diakhiri dengan sumber perikatan.

Selanjutnya dalam Bab III akan diuraikan tentang 
dasar hukum penitipan barang, kemungkinan-kemungkinan 
yang timbul dalam penitipan barang, dilanjutkan dengan 
macam-macam penitipan barang, barang-barang yang menjadi 
objek penitipan barang dan diakhiri dengan ganti rugi bila 
terjadi kehilangan atas barang tersebut.

Bab IV. Ganti rugi Kehilangan Barang dalam Praktek. 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai para pihak yang ber- 
kaitan dengan ganti rugi penitipan barang, kemudian cara 
penyelesaian dan penetapan ganti rugi bila terjadi kehi­
langan, dan kemudian di akhiri dengan hambatan-hambatan 
yang sering terjadi dan penanggulangannya.

Bab V. Penutup* Dalam bab ini akan diajukan bebera- 
pa saran yang mungkin bermanfaat setelah ditarik suatu ke- 
simpulan secara menyeluruh atas materi penulisan dalam 
skripsi ini*
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B A B  IX 

TENTANG PERIKATAN PADA UMUMNYA

1• Peneertian Perikatan

Kita dapat menemukan pengertian perikatan ini dari 
berbagai pendapat sarjana-sar^ana fcerkemuka, di samping- 
ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata ( BW )*

Perikatan raerupakan terjemahan dari istilah aslinya 
dalam bahasa Belanda "Verbintenis". Istilah perikatan ini 
lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia* 
Menurut Abdyl Kadir Muhammad, perikatan diartikan sebagai: 
"Hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang 
lain"*^

Dengan demikian siapapun yang mengadakan perikatan, 
berada di dalam keadaan terikat dengan lawannya, dengan ma- 
na ia mengadakan perikatan. Hal yang mengikat itu menurut 
pernyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya s jual beli 
barang; yang dapat berupa peristiwa, misalnya }ahirnya se- 
orang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya 
letak pekarangan yang berdekatan, letak rumab yang bergan- 
dengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu 
berada dalam kehidupan masyarakat, maka oleh pembentuk Un-

^Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan. Alumni, Ban­
dung, 1982, h. 5.
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dang-undang atau oleh masyarakat diakui dan diberi akibat 
hukum. Dengan demikian perikatan yang terjadi antara orang 
yang satu dengan orang yang lain itu disebut hibungan hukum 
( Legal relation ).
Selanjutnya oleh Abdul Kadir Muhammad dikatakan sebagai be- 
rikut :

"Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum 
yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain

5karena perbuatan, peristiwa atau keadaan*.
Menurut beliau, pengertian perikatan ini dibagi men­

jadi dua macam, yaitu :

1. Perikatan dalam arti luas, dan 
2* Perikatan dalam arti sempit.

Dalam arti luas perikatan dapat terjadi bila perikat­
an tersebut meliputi beberapa bidangnhukum.
Perikatan yang terdapat dalam bidang-bidang hukum tersebut 
dapat dikemukakan contoh-contohnya sebagai berikut s

a* Dalam bidang hukum harta kekayaan, misalnya perikat­
an jual beli, sewa menyewa, wakil tanpa kuasa (zaak- 
waaraeming), pembayaran tanpa hutang, perbuatan me- 
lawan hukum yang merugikan orang lain dan sebagainya;

b. Dalam bidang huku© keluarga, misalnya perikatan kare­
na perkawinan, karena lahirnya anak dan sebagainya;

c. Dalam bidang hukum waris, misalnya perikatan untuk 
mewaris karena kematian pewaris, membayar fcutang pe- 
wafcis, dan sebagainya;

d. Dalam bidang hukum peribadi, misalnya perikatan untuk g 
mewakili badan hukum oleh pengurusnya, dan sebagainya.

^Ibid.. h. 6.
6Ibld.
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Dalam arti sempit perikatan adalah perikatan yang 
tidak meliputi beberapa bidangnhukum, seperti perikatan da­
lam arti luas; melainkan hanya satu bidang hukum saja, mi­
salnya perikatan dalam bidang hukum harta kekayaan saja 
yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atur da­
lam buku III dibawah judul ”Tentang Perikatan”* Tetapi me­
nurut sistematika ilmu pengetahuan hukum, hukum harta keka­
yaan itu meliputi hukum benda dan hukum perikatan, yang 
diatur di dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
dibawah judul wTentang Benda11. Perikatan dalam hukum/bi- 
dang harta kekayaan ini disebut perikatan dalam arti 
sempit*'

Para penulis bidang hukum di hukum Indonesia mema- 
kai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan "Verbinte- 
nis11 dan "Overeenkomst”, yaitu :

1. Subekti dan Tjitrosudibio menggunakan istilah peri­
katan untuk "Verbintenis" dan Persetujuan untuk

QwOvereenkomstH.
2. R.SoetoJo Prawirohamidjojo menggunakan istilah pe­

rikatan untuk "Verbi&tesis” dan Perjanjian atau
Qcontract untuk "Overeenkomst”.

7Ibld>. h. 7
^Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit.. h. 291* dan

h. 304. k.
R̂. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martha Lena Pohan, 

Hukum Perikatan, Get. II, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
h. 56.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI GANTI RUGI ATAS HILANGNYA ... MOCHAMAD JURI MUSLIM



14

3. I*S. Adiwimarta menterjemahkan "Verbintenis" dengan
10perutangan dan ”Overeenkomst,f dengan Persetujuan.

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu pengertian 
bahwa untuk istilah Verbintenis dikenal tiga istilah Indo­
nesia, yaitu : Perikatan, Perutangan dan Perjanjian, Se- 
dangkan untuk "Overeenkomst" dipergunakan dua istilah, yai­
tu Perjanjian dan Persetujuan.

Sekalipun Buku III BW ( Hukum Perdata ) mempergunakan 
judul "Tentang Perikatan”, tetapi tidak satu pasalpun yang 
menguraikan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan 
Perikatan. Baik Code Civil Perancis maupun BW Belanda yang 
merupakan concordansi BV kita tidak menjelaskan hal terse­
but.

Bila dilihat dari sejarahnya "Verbintenis” berasal 
dari kata Perancis "Obligation" Lyang terdapat dalam code 
civil Eerancis, yang selanjutnya iaerupakan pula terjemahan 
dari perkataan "Obligatio" yang terdapat dalam hukum Rimawi 
Corpus Iuris Civillis.

Buku ketiga KUH Perdata kita ini banyak mendapat 
pengaruh darib code citti.1 dibandingkan dengan bab-bab lain- 
nya. Menurut sejarahnya kita ketahui bahwa code civil ter­
sebut sangat dipengaruhi oleh karya dua sarjana terkenal 
Perancis masa itu yaitu Domat dan Pothier, oleh sebab itu

10IS. Adiwimarta# Pengantar Studi Hukum Perdata II. 
CV. Rajawali, Jakarta, 198^7 k. 63*

i
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yurisprudensi mengenai buku III ini lebih luas dari pads
yurisprudensi tentang bab lain dari Huku# Perdata*

Hofftoan berpendapat bahwa perikatan ini diartikan 
sebagai suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas 
subyek - subyek hukum sehubungan dengan itu seorang 
atau beberapa orang dari padanya (debitur atau para 
debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut 
cara-cara tertentu terhadap pihak yang laih, yang 
berhak atas sikap demikian itu.11

Pengertian perikatan oleh PITLO dikatakan sebagai 
berikut ;

"Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersi- 
fat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar 
mana pihak yang satu berhak (kreditur^ dan pihak yang 
lain berkewajiban ( debitur ) atas suatu prestasi".1̂

Dari semua definisi-definisi diatas, dapatlah disim- 
pulkan bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat 
satu hak dan satu kewajiban.

Definisi lain mengenai pengertian Perikatan adalah 
sebagai berikut :

"Perikatan adalah suatu perhubungan hukum (mengenai 
kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak 
kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang 
lainnya, Sedangkan orang yang lain ini diwajibkan untuk

I'zmemenuhi tuntutan itu"* ^
i  in.
R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bina 

Cipta, Bandung, 1979, h. 2.
12Ibld.13̂Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. PT. Intermas- 

sa, Bandung, 1979, h* 101*

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI GANTI RUGI ATAS HILANGNYA ... MOCHAMAD JURI MUSLIM



16

Perikatan, dengan demikian dapat terjadi antara 
dua pihak, walaupun masing-masing pihak dapat terdiri 
dari beberapa orang atau badan hukum dimana satu pihak 
adaiah kreditur yang berhak menuntut sesuatu prestasi dan 
seorang atau satu pihak yang disebut debitur yang wajib 
memenuhi atau melakukan suatu prestasi.

2. Macam Perikatan

Oleh karena perikatan merupakan salab satu peristiwa 
hukum yang sering terjadi di masyarakat, maka perikatan 
itu terdiri dari bermacam-macam jenisnya.
Macam-macam dari perikatan itu sendiri, adaiah :

1. Perikatan Bersyarat,
2. Perikatan dengan ketepatan waktu,
3. Perikatan Manasuka,
4. Perikatan Tanggung gienanggung,
5. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi,
6* Perikatan dengan ancaman hukuman, dan
7. Perikatan wajar.

Untuk memperjelas pengertiannya, maka di bawah ini 
akan penulis uraikan satu persatu dari macam-macam perikat­
an tersebut.

1. Perikatan Bersyarat

Perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa 
perikatan murni dan perikatan bersyarat.
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Perikatan Murni adalah perikatan yang pemenuhan prestasi- 
nya tidak digantungkan pada suatu syarat (condition), se- 
dangkan perikatan bersyarat ( Conditional Obligation ) 
adalah perikatan yang digantungkan pada suatu syarat.

Syarat yang dimaksudkan tersebut adalah syarat atau 
suatu peristiwa yang masih ikan ter^adi dikemuflian hari 
dan belum pasti terjgdinya, baik dengan menangguhkan pe- 
laksanaan perikatan hingga terjadinya semacam itu maupun 
dengan membatalkan perikatan, karena terjadi atau tidak 
terjadinya suatu peristiwa tersebut (pasal 1253 KUH 
Perdata).1̂

Menurut Ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal 
1253 KUH Perdata tersebut ada dua perikatan, yaitu perikat­
an dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. 
Yang dimaksud dengan syarat Tangguh adalah /apabila syarat 
peristiwa" yang dimaksudkan itu terjadi, maka perikatan 
dilaksanakan ( pasal 263 KUH Perdata). Jadi sejak peristiwa
itu terjadi, kewajiban debitur untuk berpretasi segera di

15laksanakan." ^
Dengan demikian perikatan yang dilakukan dengan 

syarat tangguh ini baru dilaksanakan jika "syarat" terjadi- 
nya suatu peristiwa yang dikehendaki benar-benar terjadi,

Abduib Kadir Muhammad, op.cit.. h. 44 
15Ibid.. h. 45
14
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kalau tidak terjadi maka perikatan tersebut tidak jadi 
dilaksanakan.
Sebagai contoh akan penulis kemukakan sebagai berikut :

Seseorang yang bernama Sutan berjanji kepada Andri 
Isi perjanjian tersebut adaiah bahwa Sutan berjanji akan 
memberikan sebuah mobil kepada Andri, jika Andri telah 
kawin kelak.

Dari contoh di atas, jelaslah bahwa sutan akan mem­
berikan mobil kepada Andri . Tetapi pemberian itu ditang- 
guhkan hingga Andri telah kawin, Kalau peristiwa "Perkawinan11 
Andri tersebut terjadi, maka perikatan tersebut dilaksanakan, 
tetapi jika Andri tidak kawin, maka perikatan tersebut ti­
dak akan dilaksanakan.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan perikatan dengan 
syarat batal, adaiah jika perikatan tersebut justru akan 
berakhir (selesai), jika peristiwa yang menjadi syarat ter­
sebut telah terjadi.
Sebagai contoh, misalnya : ,

Jika Rudi berjanji kepada Iwan, bahwa Iwan akan 
diberi sebuah sepeda motor. Dan pemberian sepeda motor ter­
sebut dilaksanakan, dengan syarat jika Aadfri , telah kawin 
sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada Rudi lagi.

Dengan demikian perikatan antara Riiidi dan Iwan te­
lah dilaksanakan, tetapi jika syarat (kalau .. telah 
kawin) itu terjadi, maka perikatan yang telah terjadi an-
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tara Rudi dan Iwan tersebut akan berakhir*

2. Perikatan dengan Ketetapan Waktu
Maksud syarat "Ketetapan waktu" ialah pelaksanakan

perikatan itu digantungkan pada waktu yang telah ditetap-
kan, Waktu yang ditetapkan tersebut dapat berupa peristiwa

16yang masih akan terjadi, tetapi terjadinya sudah pasti.
Waktu yang pasti terjadi tersebut dapat pula berupa tang-
gal yang pasti.
Sebagai contoh, misalnya s

"Ali berjanji kepada anak perempyannya yang telah
kawin itu untuk memberikan rumahnya, apabila bayi yang

17dikandungnya telah lahir". '
Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan, bahwa 

waktu perikatan tersebut dilaksanakan, kedua pihak telah 
mengetahui bahwa bayi yang dikandung oleh pihak yang lain 
itu pasti akan lahir. Dengan kata lain jika bayi tersebut 
tidak lahir atau keguguran, maka pelaksanaan perikatan 
tersebut tidak akan terjadi.
Contoh lain, misalnya :

Budi berjanji menyewakan rumahnya kepada Joni per 1 
Januari tahun depan. Disini "tanggal 1 Januari Tahun de- 
pan" adalah peristiwa yang akan terjadi dan pasti akan 
terjadi.

l6Ibid.. h. 46.
17Ibld.
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3* Perikatan Manasuka

Dalam perikatann manasuka (altervative Obligation), 
obyek prestasinya ada dua macam barang* Dikatakan manasuka 
karena debitur boleh memilih salah satu dari dua barang 
yang dijadikan obyek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat 
memaksa kreditur untuk meneriraa sebagian barang yang satu 
dan sebagian barang lainnya. Jika debitur telah memenuhi 
salah satu atau dua barang yang disebutkan dalam perikatan, 
ia dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak memilih prestasi 
itu ada pada debitur, jika hak ini tidak secara tegas di-

1ftberikan kepada kreditur (pasal 1272 dan 1273 KUH Perdata).
Jelaslah, bahwa perikatan ini dilaksanakan dengan 

prestasi yang terdiri dari beberapa alternatif, dimana de­
bitur dapat memilih prestasi yang akan dipenuhinya, jika 
raemang tidak ditentukan secara tegas bahwa pilihan itu da­
pat dilakukan oleh pihak kreditur.
Sebagai contoh akan penulis kemukakan sebagai berikut ;

Perjanjian antara A dan B, A berhutang sejumlah yang 
kepada B sejumlah uang Rp 10,000,00, tetapi ternyata ia 
tidak dapat mengembalikan dan ia menjanjikan kepada B 
untuk menyerahkan barang, yaitu sebuah sepeda anak- 
anak seharga Rp. 10.000,00 dan ada juga barang yang 
berupa gilingan kopi yang dinilainya seharga Rp 10.000,00 
Ternyata B setuju, asal barang itu bernilai sejumlah 
piutangnya. Disini A boleh memilih apa mau menyerahkan 
sepeda anak-anak atau gilingan kopi. 19
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Dilihat dari uraian di atas, maka debitur dapat 
memilih prestasi yang akan dlpenuhinya terhadap kreditur.

A* Perikatan Tanggung menanggung

Istilah lain perikatan tanggung-menanggung ini juga 
disebut perikatan tanging renteng (solidary obligation) 
dapat terjadl bila seorang debitur berhadapan dengan bebe­
rapa orang kreditur, atau seorang kreditur berhadapan de­
ngan beberapa orang debitur* Apabila pihak kreditur terdlrl 
dari beberapa orang ini diseb&t tang^ung menanggung aktlf.

Dalam hal ini, setlap kreditur berhak atas pemenuhan 
prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitur dlbebaskan dari 
hutangnya dan perikatan hapus (pasal 1278 KUH Perdata). 
Dalam pasal 1278 KUH Perdata Ini dltentukan sebagai beri­
kut :

Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan 
tanggung renteng terjadi antara beberapa orang ber- 
piutang, jika di dalam persetu;}uan secara tegas kepada 
masing-masing dlberikan hak untuk menuntut pemenuhan 
seluruh utang, sedang pembayaran dllakukan kepada 
salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun 
perikatan menurut slfatnya dapat dipecahkan dan dlbagl 
diantara beberapa orang yang berpiutang tadl. 20

Dari uraian dl atas dapatlah ditarik suatu pengerti­
an, bahwa hutang yang dllakukan oleh beberapa orang debi­
tur dapat hapus dengan pembayaran yang dllakukan oleh 
seorang debitur sajo, atau sebaliknya pembayaran yang dl­
lakukan oleh seorang debitur kepada seorang kreditur dapat

^Subekti dan TJitrosudibio, Op clt»» h. 297
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menghapuskan semua hutang debitur-debi tur yang ada*
Pads perikatan tanggung menanggung selalu terdapat 

dua segi hubungan, yaitu hubungan ekstem dan hubungan 
intern (extern dan internal relation)*
Hubungan ekstem dalam tanggung menanggung paslf terjadi 
antara debitur aasing-oasing terhadap kreditur, dlatur 
dalam pasal 1285 e/d 1291 KUH Perdata. Sedangkan hubungan 
Intern, terjadi antara scsama debitur dlatur dalam pasal 
1292 s/d 1295 KUH Perdata.

Yang dimaksud dengan perikatan tanggung menanggung 
paslf adaiah jika perikatan tersebut dilakukan antara 
aeorang Kreditur dengan beberapa orang debitur.

DI dalam praktek, sering ditenukan perikatan tang­
gung menanggung paslf, karena dengan adanya perikatan se- 
macam ini kreditur merasa lebih terjamin atas pemenuhan 
perikatannya* Misalnya A tidak berhasll memperoleh pelu- 
nasannya piutangnya dari debitur B, dalam hal lnl A maslh 
dapat menagih kepada debitur C yang tanggung menanggung 
dengan B. Dengnn demiklan kedudukan kreditur lebih aman* 

Perikatan tanggung menanggung paslf dapat terjadi 
karena i

a. wosiat, apablla pewaris memberikan tugas untuk oe- 
laksanakan suatu legaat (hibah wasiatj kepada ahll 
warisnya secara tanggung menanggung.

b. Undang-Undang, dislni undang-und ang menetapkan se­
cara tegas perikatan tanggung menanggung dalam per­
janjian khusus. 21

Abdul Kadir Muhammad* 90 clt«* h* 52
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Jika dilihat uraian di atas9 maka dalam masalah 
wasiat, y§mg menjadi kreditur adalah pemberi wasiat, te- 
tapl yang menjadi debitur atau debitur-debiturnya adalah 
para penerima wasiat tersebut.

Mengenai contoh-contoh perikatan tanggung menanggung 
yang diatur secara tegas dalam perjan^ian-perjgn^ian khu- 
sus itu adalah seperti berikut ini :

a. Persekutuan dengan Firma ( pasal 1&KUH Dagang )# se- 
tiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung menang­
gung untuk seluruhnya atas semua perikatan Firma.

b. Peminjaman barang ( pasal 17^9 KUH Perdata ), jika 
beberapa orang yang bersama-sama menerima suatu ba­
rang dalam peminjaman, mereka itu masing-masing un­
tuk seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang yang 
memberikan pinjaman.

c. Pemberian kuasa ( pasal 181 KUH Perdata ), seorang 
penerima kuasa diangkat oleh beberapa orang untuk 
taewakili dalam suatu urusan yang menjadi urusan 
mereka bersama, mereka bertanggungjawab untuk selu­
ruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala aki- 
bat pemberian kuasa itu.

d. Perjanjian jaminan orang ( borchtog ) sesuai dengan 
ketentuan pasal 1836 KUH Perdata, 3ika beberapa 
orang telah mengikatkan dirinya sebagai penjamin se­
orang debitur yang sama, untuk hutang yang sama,
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mereka itu masing-masing terikat untuk seluruh hu-
tang.

5. Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi

Suatu perikatan dikatakan dapat atau tidak dapat 
dibagi ( divisible and indivisible ) apabila barang yang 
menjadi objek prestasi dapat atau tidak dapat dibagi me- 
nurut imbangan, lagi pula pembagian itu tidak boleh me- 
ngurangi hakekat dari prestasi tersebut. Jadi sifat da­
pat atau tidak dapat dibagi itu,, didasarkan pada :

a. sifat barang yang menjadi obyek perikatan,
b. maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak

22dapat dibagi,
Dengan demikian, tidak dapat atau dapat dibaginya 

suatu pemenuhan perikatan tergantung dari obyek dan mak­
sud dari diadakannya perikatan tersebut.
Di samping itu juga adanya Kreditur dan debitur yang le­
bih dari satu orang. Hal ini berkaitan dengan pernyataan 
sebagai berikut :

Jika hanya seorang kreditur saja dalam perikatan itu, 
maka perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi 
meskipun prestasinya dapat dibagi. Menurut ketentuan- 
pasal 1390 KUH Perdata, tidak seorang debiturpun dapat 
memaksa kreditur menerima pembayaran hutangnya sebagai- 
an demi sebagian, meskipun hutang itu dapat dibagi* 
bagi.23

24

22Ibld.. h. 53. 
23Ibid.
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Jadi, kalau debitur yang terdiri dari satu orang 
menghadapi seorang kreditur, tidak akan terjadi masalah. 
Tetapi kalau yang dihadapi lebih dari seorang kreditur, 
maka walaupun prestasinya dapat dibagi, tetapi perikatan- 
nya tidak dapat dibagi, demikian pula sebaliknya. Dalam 
hal debitur menghadapi seorang kreditur, walaupun presta- 
sigya dapat dibagi, tetapi perikatannya tidak dapat dibagi, 
demikian pula sebaliknya* Dalam hal debitur menghadapi 
seorang kreditur, walaupun prestasinya dapat dibagi (de­
ngan beberapa kali pembayaran), tetapi menurut ketentuan 
pasal 1390 KUH Perdata, tidak dapat seorang debiturpun 
yang dapat melakukan pembayaran terhadap seorang kreditur 
sebagian demi sebagian dari uang yang dipinjamnya, walau­
pun hutangnya tersebut dapat dibagi.
Pasal 1390 KUH Perdata menentukan sebagai berikut :

"Tiada seorang berpiutang dapat memaksa orang yang
mengutangkan kepadanya menerima pembagian utangnya sebagi-

2han demi sebagian, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi”.
Dengan demikian dapat diketahui ciri-ciri dari pe­

rikatan yang dapat atau tidak dapat dibagi ini adalah se­
bagai berikut :

1. Obyeknya dapat atau tidak dapat dibagi,

^Subekti dan Tjitrosudibio, op cit.. h. 315
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2. Jika dalam warisan, maka setiap ahli waris berke- 
wajiban untuk memenuhi keseluruhan hutang-hutang 
pewaris,

3. Jika prestasi yang harus dilakukan telah diganti 
dengan pembayaran ganti kerugian, debitur tidak 
diwajibkan memenuhi seluruh prestasi.
Jadi akibat hukum dari perikatan yang dapat dan 

tidak dapat dibagi adaiah bahwa seorang kreditur berhak rae- 
nuntut semua prestasi sedangkan debitur berhak memenuhi 
seluruh prestasi yang harus dipenuhinya*

Dengan dipenuhinya seluruh prestasi telah dipenuhi 
oleh seorang debitur, maka semua debitur bebas dari kewa- 
jiban memenuhi prestasi tersebut. Kalau perikatan tersebut 
dapat dibagi, maka setiap debitur hanya berhak memenuhi 
prestasin yang merupakan bagiannya saja.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman.
Perikatan semacam ini memuat suatu ancaman hukuman 

terhadap debitur apabila ia lalai tidak memenuhi kewajiban- 
nya. Syarat ancaman hukuman (penal cluause) bermaksud untuk 
memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perjanjian 
seperti yang telah ditetapkan di dalam perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak itu.

Menurut ketentuan pasal 1304 KUH Perdata, ancaman 
hukuman itu ialah untuk melakukan sesuatu apabila perikat­
an tidak dipenuhi, sedangkan penetapan hukuman itu adaiah
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sebagai ganti kerugian karena tidak dipenuhinya prestasi 
( pasal 1307 KUH Perdata )• Ganti kerugian selalu berupa 
uang yang telah ditentukan jumlahnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ancaman 
hukuman itu tergantung pada adanya perikatan pokok. 
Batalnya perikatan pokok menyebabkan batalnya ancaman 
hukuman. Tetapi batalnya ancaman hukuman tidak membawa 
batalnya perikatan pokok ( pasal 1305 KUH Perdata ).

Sebagai contoh, misalnya suatu perjanjian dengan 
ancaman hukuman, apabila seorang pemborong, menurut per- 
janjian harus mendirikan sebuah banguhan yang ditetapkan 
selfcsai dalam waktu dua bulan. Jika dalam dua bulan itu, 
ia tidak dapat menyelesaikannya, ia dikenakan denda se- 
puluh ribu rupiah setiap hari terlambat itu. Dalam hal 
ini, jika pemborong tadi lalai dengan kewajibannya, ber- 
arti ia harus membayar denda Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu 
rupiah ) sebagai ganti rugi untuk setiap hari terlambat.

7* Perikatan Wa,1ar

Mengenai perikatan jenis ini, dinyatakan sebagai 
berikut :

Undang-undang sendiri tidak menentukan apa yang di- 
maksud dengan perikatan wajar (natural Obligation). 
Dalam undang-undang hanya dijumfiai dalam pasal 1359 
ayat 2 KUH Perdata. Karena tidak ada kata sepakat 
antara para penulis hukum mengenai sifat dan akibat 
hukum dari perikatan wajar, kecuali mengenai suatu 
hal yaitu sifat "tidak ada gugatan hukum" guna me-
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maksa pemenuhannya.25
Jadi dalam perikatan wajar ini, kalau dipenuhi ti­

dak ada gugatan hukum untuk memintanya, demikian juga jika 
tidak dipenuhinya prestasi.

Dalam pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan se- 
hagai berikut :

"Terhadap perikatan bebas yang secara sukarela di-
26penuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali”.

Contoh dari perikatan wajar ini ada dua macam, ya­
itu dalam arti luas dan dalam arti sempit.
Dalam arti luas, adaiah perikatan yang timbul dari undang- 
undang dan dari kepatutan (Moral dan equity), Sebelum tahun 
1926, Mahkamah Agung tidak mengikuti ajaran dalam arti luas 
ini, tetapi pada setelah tahun T926, Mahkamah Agung meng­
ikuti ajaran dalam arti luas, dengan pembatasan hanya ke- 
wajiban yang mendesak saja yang timbul dari kesusilaan dan 
kepatutan yang menimbulkan perikatan wajar (Arrest Hoge 
R*ad 12 Maret 1926; 22 April 1937; 18 Februari 1936; 30 
Nopember 19^5)•^

Contoh-contoh dari perikatan wajar dalam arti luas, 
yang tersumber pada kesusilaan dan kepatutan ini adaiah :
a. Orang kaya yang memberi uang kepada orang miskin yang 

menolongnya ketika tenggelam di sungai,
b, Memberi sokongan kepada keluarga miskin, yang menurut

pcAbdul Kadir Muhammad, op.clt.. h. 57.
^Subekti dan Tjitrosudibio, op.cit,. h. 310.
^Abdul Kadir Muhammad, op.cit.. h. 59.
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undang-undang tidak ada kewajibannya.
c. Memberikan jaminan pensiun hari tua kepada pekerja tua 

yang telah bertahun-tahun membantu dengan setia dan 
Jujur,

d. Laki-laki memberikan nafkah yang sepatutnya kepada 
jandanya yang ditinggalkan, dengan bentuk perjanjian 
asuransi jiwa,

Perikatan wajar dalam arti sempit, adalah yang ada karena 
ketentuan undang-undang* Di sini ada debitur dan ada kre­
ditur, tetapi kreditur tidak dapat memaksa debitur untuk 
memenuhi kewajibannya. Hal ini sangat luar biasa dan ada- 
nya karena ketentuan Undang-undang.
Sebagian contoh dari perikatan ini adalah sebagai berikut:
a. Pinjaman yang tidak diminta bunganya (pasal 1766 KUH 

Perdata), jika bunganya dibayar, ia tidak dapat ditun- 
tut pengembaliannya,

b. Perjudian dan pertaruhan (pasal 1788 KUH Perdata), Un­
dang-undang tidak memberi tuntutan hukum atas suatu 
hutang yang terjadi karena perjudian dan pertaruhan,

c. Lampau waktu (pasal 1967 KUH Perdata). Segala tuntutan 
hukum yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus 
karena daluwarsa (lampau waktu) dengan lewatnya teng- 
gang tiga puluh tahun,

d. Kapailitan dalam peraturan kepailitan (Faillisement 
Verordening).
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3. FtLPAl̂ -ibiakk Yang Men.iadl Subvek Perikatan

Para pihak pada suatu perikatan disebut subyek-su- 
byek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur 
yang berkewajiban atas prestasi. Mungkin saja terdapat 
beberapa Debitur dan atau kreditur. Debitur harus selalu 
dikenal dan diketahui karena ini penting untuk menuntut 
pemenuhan prestasi. Berlainan dengan kedudukan kreditur 
yang tidak saja dapat di ganti secara sepihak, misalnya 
Cessie. Akan tetapi juga dalam berbagai hal, teristimewa 
dalam lalu lintas perdagangan kreditur apriori dapat di- 
ganti dengan menggunakan istilah atas tunjuk atau atas 
bawa. Penggantian debitur secara sepihak pada umumnya 
tidak pernah terjadi, karena bagi kreditur bonafiditas 
daripada debitur adalah penting, maka penggantiannyapun 
harus disetujui Kreditur.

Perikatan tfcrjadi antara pihak yang satu dengan 
pihak yang lain, mewajibkan pihak yang satu untuk berpres- 
tasi dan member! hak kepada pihak yahg lain untuk mendrima 
prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi itu biasanya 
disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak menerima 
prestasi itu disebut Kreditur.

Dengan demikian pihak-pihak yang dapat menjadi su­
byek perikatan adalah terdiri dari dua pihak, yaitu :
1. Debitur.

Debitur ini dapat terdiri dari satu orang, tetapi
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dapat pula terdiri lebih dari satu orang.
Debitur ini dapat pula berupa orang sebagai indi- 

vidu atau sebagai suatu Bahan Hukum, baik yang berupa Per- 
seroan Terbatas, Koperasi-koperasi, dan sebagainya,

2* Kreditur.
Kreditur adaiah pihak yang berhak menerima pemenuk- 

an prestasi debitur. Kreditur ini juga dapat terdiri dari 
satu atau lebih.

Selain berupa orang sebagai individu, kreditur ini 
dapat juga berupa badan-badan hukum, seperti pada debitur 
yang telah diuraikan di atas.

4. Sumber Perikatan

Menurut ketentuan pasal 1233 KUH Perdata perikatan 
bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan 
yang bersumber dari perjanjian di atur dalam titel II (pa­
sal 1313 s/d pasal 1331) dan titel V s/d XVIII (pasal 1457 
s/d 1864 dari Buku III) KUH Perdata. Sedangkan perikatan 
yang bersumber dari Undang-Undang menurut pasal 1352 KUH 
Perdata dibedakan atas perikatan yang lahir karena undang- 
undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena per­
buatan manusia.

Para ahli dalam hukum perdata pada umumnya sependa- 
pat bahwa sumber perikatan yang disebut dalam pasal 1233
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KUH Perdata adalah kurang lengkap. Sumber perikatan yang
lain adalah Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, hukum tidak

28tertulis dan keputusan Hakim.
Namun sebenarnya sumber yang terpenting dari peri­

katan ini adalah perjanjian, sebab melalui perjanjian pi­
hak-pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala macam 
perikatan, baik perikatan yang bernama (dalam titel V s/d 
XVIII BW) atau yang tidak bernama.

Sebagai salah satu sumber dari perikatan, maka un­
tuk melakukan perjanjian diperlukan suatu syarat-syarat 
tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum ( pa^al 1355 dan 1337 KUH Perdata), dengan kata lain 
para pihak bebas membuat kontrak atau perjanjian, tetapi 
harus tetap berada dalam ruang gerak yang dibenarkan dan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata ini, syarat-syarat un­
tuk sahnya perjanjian, yaitu s

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat
syarat :
1 . sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.29

^®Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum 
Perdata. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1985, 
h. 2 1 1.

^Subekti dan Tjitrosudibio, op.cit.. h. 305.
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Due syarat pertama tersebut di atas disebut. sebagai 
syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyek 
yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat yang ter- 
akhir dinamakan syarat obyektif, karena syarat ini meru­
pakan syarat-syarat yang harus ada (melekat) pada obyek 
yang diperjanjikan itu.

1* Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Kata sepakat atau juga dinamakan perijinan, di-

maksudkan sebagai berikut :
....Bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian
itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai 
hal - hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu 
Apa yang dikehendaki oleh pihak kesatu, juga dikehen- 
daki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu 
secara timbal balik : si penjual mengingini sejumlah 
uang, sedangkan si pembeli mengingini sesuatu barang 
dari si penjual*30

Dengan demikian bila mengadakan suatu perikatan, 
kedua pihak dengan sadar menyetujuinya, tanpa paksaan 
dari siapapun.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Dalam mengadakan perjanjian yang merupakan salah 

satu sumber perikatan, para pihak selain harus memenuhi 
kriteria/syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 1320 

KUH Perdata, mereka harus juga merupakan orang-orang yang 
tidak termasuk orang-orang yang ditentukan di dalam keten-

^Subekti, Hukum Per.1an.1ian, PT* Intermassa, Jakar­
ta, 1979, h. 17.
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tuan pasal 1330 KUH Perdata, yaitu :
1. Orang-orang yang belum dewasa,
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 

Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang 
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian ter- 
tentu.31
Memang dari sudut keadilan dan sudut pertanggungja- 

wabnya, orang yang membuat perjanjian dan yang nantinya 
akan terikat oleh perjanjian tersebut, mempunyai cukup ke- 
mampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggungjawab- 
nya terhadap perbuatan dan resiko yang mungkin akan dipi- 
kulnya. Hal-hal tersebut menyebabkan seorang yang belum 
dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan tidak 
dapat dianggap cakap untuk mengadakan perjanjian dan me- 
laksanakannya.

Memang dari sudut keadilan, perlulah bahwa orang- 
yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat 
oleh perjanjian itu, mempunuai cukup kemampuan untuk me- 
nyadari benar-benar akan bertanggungjawab terhadap per­
buatan yang dipikulnya. Sedangkan dari sudut ketertiban 
hukum karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu 
berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut 
haruslah orang yang bersungguh-sungguh berhak bebas ber- 
buat dengan harta kekayaannya.

Orang yang tidak sehat pikirannya, tidak akan mam- 
pu menginsyafi pertanggungjawaban yang harus dipikulnya 
karena pperbuatannyaf

^Subekti, loc. clt.
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Menurut KUH Perdata, seorang perempuan yang ber- 
suami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan ban- 
tuan atau ijin ( kuasa tertulis ) dari suaminya ( Pasal 
108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Kecuali untuk per- 
janjian yang kecil - kecil berupa urusan rumah tangga, 
seorang istri dianggap telah mendapatkan kuasa dari sua­
minya *

3* Suatu hal tertentu.
Syarat ini berarti, bahwa apa yang diperjanjikan 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika 
timbul suatu perselisihan. Barang yang ditentukan dalam 
perjanjian, harus jelas bentuk dan jenisnya. Di samping 
itu juga barang tersebut harus sudah ada ditangan si ber- 
hutang pada waktu perikatan tersebut di buat. Tetapi ini 
tidak diharuskan oleh Undang-Undang. Demikian juga jum- 
lahnya tidak perlu disebutkan asal nantinya dapat dihi- 
tung atau ditetapkan.

Sebagai contoh, misalnya suatu perjanjian mengenai 
tembakau dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang 
adalah sah.

A. Sebab yang halal.
Dengan sebab (bahasa Belanda Oorzaak, bahasa Latin 

causa) ini dimaksudkan tidak lain adalah isi perjanjian. 
Sebagai contoh, misalnya dalam suatu perjanjian sewa me- 
nyewa, pihak yang satu menginginkan uang, sedangkan pihak
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yang kedua menginginkan barang untuk dipergunakannya.
Dengan demikian, maka unsur-unsur dari pada perikat­

an, adalah sebagai berikut :
a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang;

Pihak-pihak ini disebut subyek dari perikatan, yaitu 
kreditur dan debitur.
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak;

Persetujuan ini diwujudkan berupa suatu peneriraaan 
tanpa syarat atas suatu tawaran.
c. Ada tujuan yang akan dicapai;

Tujuan mengadakan suatu perikatan ini pada umumnya 
adalah untuk memenuhi keinginan kedua belah pihak, dan 
keinginan ini baru dapat dipenuhi jika mengadakan perjan- 
jian atau perikatan dengan pihak lain.
d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;

Dengan adanya perikatan tersebut, maka timbullah ke- 
wajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi ini 
adalah suatu perbuatan yang harus dipenuhi oleh para pi­
hak berdasarkan ketentuan yang dijanjikan.
e. Ada bentuk tertentu;

Bentuk ini perlu ditentukan, karena menurut keten­
tuan undang-undang ada bentuk perjanjian tertentu yang da­
pat menjadikan sahnya pembuktian nantinya dan dapat meng­
ikat para pihak. Bentuk ini biasanya berupa suatu akta, 
walaupun dapat dilakukan pula secara lisan.
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f. Ada syarat-syarat tertentu;
Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya isi dari 

pada perjanjian atau perikatan tersebut. Syarat-syarat 
ini biasanya terdiri dari syarat-syarat pokok yang akan 
menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai 
barangnya, harganya; dan juga. syarat pelengkap atau 
tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara pe- 
nyerahannya dan lain-lain.

Keseluruhan syarat-syarat yang telah diuraikan di- 
atas dan keseluruhan unsur-unsur perjanjian atau perikatan 
tersebut adaiah menyebabkan sahnya suatu perikatan menurut 
hukum.
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p^ruanjian pehitipa:; barang

1. Dasar Hukum Penitipan Barang

Dlkatakan penitipan barang terjadi, apabila seorang 
menerina sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat 
bahwa ia akan menyirapannya dan mengembalikannya dalam ujud 
asalnya* Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1694 KUH 
Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

"Penitipan adaiah terjadi, apabila seorang menerima 
sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa la

32akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asal".
Bertltik tolak dari ketentuan pasal tersebut, kemu­

dian kita dapatl penitipan kendaraan bermotor yang dllaku- 
kan oleh seorang (pengusaha parkif) terhadap kendaraan ber­
motor milik orang lain dengan menerima imbalan yang berupa 
uang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Di wilayah Kotamadya Surabaya ketentuan mengenai 
parklr dapat kita temukan pada Peraturan Doerah Kotamadya 
Daerah Tlngkat II Surabaya nomor 2 tahun 1985 tentang penge- 
lolaan tempat parkir dalam Daerah Tlngkat II Kotamadya Dae­
rah Tlngkat II Surabaya*

^Subekti dan Tjitrosudibio, Loc clt
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Pa sal 12 dari PiSRUA tersebut diatas menyatakan s

1. Setlap pemilik atau pemegang kendaraan yang memar- 
kir kendaraannya di tempat-empat parkir umum di- 
kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dikenakan 
pungutan retribusi parkir;

2* Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini ditentukan dengan peraturan Daerab;

3. Kepada pemilik atau peniê ang kendaraan yang memar- 
kir kendaraannya dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
diberikan tanda bukti parkir oleh petugas parkir 
yang ditunjuk ;

4. Bentuk atau model tanda bukti parkir tersebut pada 
ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerahi

5« Hasil pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1; 
ini disetorkan kepada Bendabarawan khusus penerima 
pada Dinas Fendapatan Daerah Kotamadya Daerah Ting- 
kat II Surabaya sesuai dengan proaedur administrasi 
keuangan yang berlaku*33
Dengan ketentuan diatas jelaslah bahwa setlap ken­

daraan yang menempati areal parkir di wilayah Kotamadya 
Surabaya dibebani beaya parkir yaitu yang berupa retribusi 

Sedungkan besarnya retribusi untuk parkir kendaraan 
bermotor diytur dalam Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Su­
rabaya nomor 4 tahun 1990 tentang perusahaan pertama Perdan.: 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 3 tahun 1985 
tentang tarib retiibusi parkir kendaraan dalam Kotamadya Dae­
rah Tingkat II Surabaya.

Pasal I Perda tersebut diatas menyatakan s

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 
nomor 3 tahun 1985 tentang tarip retribusi parkir kendaraan

^erda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 
2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kotama 
dva Daerah Tingkat II Surabaya.
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dalam Kotamadya Daerah Tlngkat XI Surabaya, yang disahkan 
dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tlngkat I Jawa 
Timur tang^al 25 September 1985 Nomor 340/P tahun 1985 
dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah 
Tlngkat II Surabaya tahun 1985 Seri B, tanggal 9 Oktober 
1985 Nomor 5/B, diubah sebagai berikut s
A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca s

Besarnya pungutan retribusi parkir dlmaksud pada pa­
sal 12 ayat (2) Per&turan Daerah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1985 tentang penge- 
lolaan tempat Parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya untuk satu kali parkir, pada tempat-tempat 
parkir umum ditctapkan sebagai berikut s
a. Kendaraan truck dengan gandengannya, sebesar fy. 750,00 

(tujub ratus lima puluh rupiah) ;
b. Kendaraan truck dan bus, sebesar ftp. 500,00 (lima ratus 

rupiah) ;
c; gandengan truck, sebesar 450,00 (empat ratus lima 

puluh rupiah) ;
d. Kendaraan truck mini, sebesar ty* 400,00 (empat ratus 

rupiah) ;
e* Kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lain 

yang sejenis, sebesar 4# 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
f. Kendaraan sepeda motor, sebesar 100,00 (seratus 

rupiah) ;

40
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g* Kendaraan sepeda, sebesar 4* 50,00 (lima puluh 
rupiah),

B. Pasal 2 huruf a dan d diubah dan harus dibaca :
a* Untuk kendaraan yang diparkir di gedung atau pela- 

taran- ^arkir uatuk setiap kali parkir :
1. Kendaraan truck dengan gandengannya, sebesar

750.00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 
parkir dua jam pertama, sebesar fy* 350,00 (tiga 
ratus lima puluh rupiah) untuk setiap satu Jam 
atau bagian dari satu jam berikutnya ;

2. Kendaraan truck, bus, sebesar 500,00 (lima 
rutus rupiah) untuk dua jam pertama, sebesar

250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk 
setiap satu jam atau bagian dari satu jam beri­
kutnya ;

3. Kendaraan truck mini, sebesar fy. 400,00 (empat 
ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama, se­
besar fy* 200,00 (dua ratus rupiah) untuk setiap 
3atu jam efcau bagian Uari satu jam berikutnya ;

4* Kendaraan raobil sedan, pick up dan kendaraan 
lainnya yang sejenis, sebesar 300,00 (tiga 
ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama, se­
besar ty. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) 
untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam 
berikucnya ;
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5. Kendaraan sepeda motor, sebesar 100,00 (se- 
ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama, se- 
besar ty* 50,00,- {lima puluh rupiah) untuk se- 
tiap satu jam atau bagian dari 30tu jam beri- 
kutnya ;

6. Kendaraan sepeda, sebesar iy. 50,00 (lima puluh 
rupiah) sekali parkir.

b, Retribusi parkir setiap kali parkir di Terminal
Angkutan Umum, ditetapkan sebagai berikut s
1, Bus yang bermalan, sebesar ty* 1,000,00 (seribu 

rupiah) ;
2. Bus yang istirahat di jalur panjang, sebesar

50uf00 (lima ratus rupiah) j
3* Kendaraan i,\obil sedan, pick up dan kendaraan 

lainnya yang sojenis, sebesar tip. 300,00 (tiga 
ratus rupiah) ;

4* Kendaraan sepeda motor, sebesar 100,00 (se- 
ratus rupiah) ;

5. Kendaraan sepeda sebesar fy. 50,00 (lima puluh 
rupiah).

Pasal 3 diubah dan harus diboca :
Untuk kendaraan yang diparkir ciitempat - tempat parkir 
insidentil. Untuk setiap kali parkir ditetapkan se­
bagai berikut :
a. Kendaraan truck dan bus, sebesar ty* 1.000,00 (se-
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ribu rupiah) 5

b. Kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lain- 
nya yang sejenis, sebesar 500,00 (lima ratus 
rupiah) ;

c* Kendaraan sepeda motor, sebesar ty# 200,00 (dua ra­
tus rupiah)•
Dari uraian tersebut diatas dapat kita ketahui da- 

sar hukum penitipan barang, balk yang secara umum maupun 
yang secara khusus yaitu penitipan kendaraan bermotor di 
wilayah Kotamadya Surabaya.

2. Kemunjgkinan-kemungkinan yang ter.ladi dalam penitipan ba­
rang

Kalau kita lihat dasar hukum mengenai penitipan 
barang sesuai dengan ketentuan pasal 1694 KUH Perdata, maka 
kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam penitipan ba­
rang tersebut ada dua macam, yaitu :

1. Barang dikembalikan sesuai dengan ujud asal,
2. Barang tidak dapat dikembalikan sesuai dengan ujud 

asal, karena :
a. Sebagian barang hilang, 
b* Sebagian barang rusak, 
c« Barang hilang sama sekali.

Jika barang dikembalikan sesuai dengan ujud asal,
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maka tidak akan timbul masalah. Tetapi jika barang terse­
but dikembalikan di dalam keadaan ruaak / hilang sebagian 
maupun hilang sama sekali, maka pada umumnya akan diikutl 
dengan pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang. Hal 
ini dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 1365 KUH Per­
data yang aenentukan sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa ke­
rugian kepada seorang lain, mewajifckan orang yang karena 
salahnya menerbitkan kerugian itu, men^ganti keru-ian 
tersebut.”̂

Jika di dalam suatu perjanjian penitipan barang, 
dimana terdapat klausule, uahwa barang harus dikembalikan 
dalam ujud asalnya, maka jika seseorang yang dititipl ti­
dak dapat mengembalikan sesuai dengan ujud asal, adalah 
termasuk melanggar hukum.

Dalam hal penitipan kendaraan bermotor di wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat XI Surabaya, dari hasil wawancara 
yan£ dilakukan penulis dengan beberapa petugas parkir di 
areal perparkiraan wiloyah Surabaya maka, kemungkinan-ke- 
mungkinan yang terjadi di dalam hal penitipan kendaraan 
bermotor dapat berupa :

1* Barang dikembalikan sesuai dengan ujudnya semula,
2* ^ndaraan bermotor hilang sebagian, misalnya kaca-

44

^Subekti dan TjitrouudiJio, op, cit.. h. 310
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spion9 ban, lampu dan sebagainya,
3m Kendaraan bernaotor rusak sebagian, misalnya kabel 

putus, busi hilang, stang perseneling,patah, dan 
sebagainya,

4* Kendaraan bennotor tersebut hilang dicuri, baik 
karena ada unsur kerjasama dengan petugas parkir 
maupun tidak*
Jika meiaang demikian, maka hilangnya kendaraan ber- 

motor, baik sebagian maupun seluruhnya, akan menyebabkan 
suatu pemberian ganti rugi yang besarnya ditentukan sesuai 
aeng^n ketentuan Undang-Undang (lihat bab IV).

3* Macaro Penitipan Barang

Penitipan barang menurut ketentuan yan;: terdapat 
dalam ada dua raacara, yaitu penitipan barang sejati dan 
kestraffi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat da­
lam KUH Perdota pasal 1695 yang menyatakan sebagai berikut:

"Adaiah dua macam penitipan barang yaitu penitipan
35ypng sejati dan sekestrasi.""^

Pengertian mengenai penitipan barang sejati adaiah 
suatu penitipan barang yang dianggap cuma-cuma kecuali jika 
diperjanjikan sebelumnya. Penitipan barang jenis ini diper- 
gunakan untuk barang-barang bergerak. Ketentuan ini dapat

^Subekti dan Tjitrosudibio, Loc. Cit.
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kita lihat pada pasal 1696 KUH Perdata.
Jika dilihat dari sebab timbulnya penitipan - peni- 

tlpan jenis Ini dapat, sesuai dengan ketentuan pasal 1698 

KUH Perdata, terjadi karena :
- Sukarela
- Terpaksa.

Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena 
adanya kesepakatan bertimbal balik antara pihak yang meni- 
tipkan barang dan pihak yang menerima titipan ( pasal 1699 
KUH Perdata)*^

irenitipan kendaraan bermotor ditempat parkir meru- 
pakan jenis penitipan barang sejati yang dllakukan secara 
sukarela. Ini berarti bahwa seseorang yang akan menitipkan 
kendaraannya bebas memllih areal / lokasi parkir yang mana 
yang telah diijinkan oleh *emerintah Daerah setempat.
(f) lam hal ini Pemda Tingkat II Kotamadya Surabaya).

Pihak yang akan menitipkan kendaraannyapun sadar 
bahwa untuk menikmati jasa penitipan itu ia harus mengeluar- 
kan prestasi berupa imbalan uang kepada pihak yang dititipi 
kendaraan ( barangnya ) , dimana jumlah uang tersebut telah 
ditentukan besamya sebagaimana tertera dalam karcis parkir 
yang disediakan / dlsetujui oleh Pemerintah Daerah bersangkwt- 
an.
£_________ _________________________________ _ _ _ _ _

®̂Subekti, Aneka Per.1an.1lan. Alumni, Bandung, 1984,
h, 108.

7, ■'!
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Sedangkan pihak yang dititipl barang berkewajiban 
raenjaga serta memelihara agar barang yang telah dititjfcp- 
kan tersebut tidak rusak baik sebagian atau seluruhnya 
apalagi sarapai hilang* Jika pihak yang dititipi tidak ber- 
buat sebagaimana kewajibannya sehingga menimbulkan ke- 
rusakan atau kehilangan maka ia harus bertanggung jawab 
secara perdata, bahkan kalau memang ada unsur - unsur pi- 
dana, atas rusak atau hilangnya barang itun maka ketentuan- 
ketentuan dalam Hukum Pidana dapat diberlakukan.

Adapun penitipan barang dengan terpaksa, ialah jika 
penitipan tersebut dilakukan oleh seseorang karena suatu 
keadaan yan& memaksa, misalnya terjadi suatu malapetaka, 
apakah kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya 
kapal, banjir dan lain-lain peristiwa yang tidak disangka. 
Menurut ketentuan pasal 1 7 0 5  KUH Perdata, penitipan barang 
karena terpaksa ini diatur menurut ketentuan seperti yang 
berlaku terhadap penitipan sukarela, demikianlah ketentuan 
pasal 1 7 0 5  KUH Perdata*

Sedangkan yang dimaksud dengan Sekestrasi, ialah 
penitipan barang tentang mana ada perselisihan, ditangan- 
nya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk se- 
telah perselisihan itu diputus, men^embalikan barang itu
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kepada slapa yang dinyatakan berhak beserta hasil-hasilnya,
jika barang itu merupakan barang yang dapat mengbasilkan 

38sesuatu.
Penitipan ini sesuai d en g a n  ketentuan pasal 1 7 3 0  KUH Perdata 
dapat terjaoi karena perintah Hakim atau karena persetujuan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1734 KUH Perdata sekes- 
trasi ini dapat berupa barang yang tidak bergerak, maupun 
barang yant; bergerak. Pihak yang menerima titipan sekestrasi 
ini tidak dupat melepaskan tanggungjawabnya, sebelum perkara 
diputuskan, kecuali jika ada alasan-alasan logis yang dise- 
tujui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Adanya sekestrasi karena perintah Hakim dapat ditentu- 
kan terhadap hal-hal, yaitu s

1* Terhadap barang-barang bergerak yang telah disita di- 
tangannya seorang berhutang (Debitur),

2.rfferhaaap suatu barang bergerak maupun tak bergerak, 
tentang mana hak miliknya atau hak penguasaannya men- 
jadi porsengketaan,

3* Terhadap barang-barang yang ditawarkan oleh seorang- 
yang borhutang. (Pasal 1738 KUH Perdata).

4. Macam Barang Yang Men.iadj Ob.jek Penitipan

Jika dilihat macam penitipan barang di sub bob di
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atas, maka di dalam penitipan barang sejati* ©byeknya da­
pat berupa barang-barang yang bergerak, sedangkan pada se- 
kestrasi dapat berupa barang-barang yang bergerak maupun 
barang-barang yang tidak bergerak,

Barang bergerak, adaiah barang yang dapat dipindah- 
pindahkan isetiap saat, misalnya kendaraan bermotor, per- 
alatan rumah tangga, sepeda, dan sebagainya.

Jedangkan barang yang tidak fcergerak, adaiah barang- 
yang berkaitan erat dengan tanah atau bangunan yahg tidak 
dapat dengan segera dipindahkan karena beratnya, Barang- 
barang jenis ini misalnya rumah, atau bangunan-bangunan 
lain, mesin-mesin yang berat dan besar dan pemasangannya 
dilekatkan pada bangunan atau gedung dimana mesin itu bera- 
da, dan sebagainya*

Dalam hal penitipan kendaraan bermotor, sesuai de­
ngan yang telah saya uraikan di atas, oleh karena penitipan 
kendaraan bermotor ini merupakan penitipan barang sejati, 
maka barangnya merupakan barang-barang bergerak. Dalam hal 
ini adaiah truk, mobil, sepeda motor atau sepeda, dan se­
bagainya.
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GANTI RUGI KE&ILANGAN BARANG 
DALAM PRAKTEK

1. Para Pihak yang Berkaltan Dengan Ganti Rugi Penitip­
an Barang

Pada umumnya dalam penitipan barang, misalnya pe­
nitipan barang sejati, pihak-pihak yang bersangkutan deT 
ngan barang tersebut adalah hanya dua pihak saja, yaitu 
pihak yang menitipkan barangnya dan pihak yang menerima 
penitipan barang tersebut*

Hanya di dalam penitipan barang sejati^seperti 
yang telah diuraikan di muka, up ah dari penitipan ter­
sebut tergantung dengan perjanjian. Kalau sebelum pe­
nitipan barang dilakukan tidak diperjanjikan tentang 
upahnya, maka penitipan tersebut akan berjalan secara 
sukarela atau tanpa upah. Tetapi jika sebelum penitipan 
barang telah diperjanjikan besarnya upah penitipan, maka 
penitipan barang tersebut dilakukan dengan pemberian 
upah dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak 
yang dititipi barang tersebut.

Dalam praktek, dalam hal ini pada areal parkir 
yang terletak pada halaman Kantor PEMDA Surabaya

Ganti rugi sepeda motor dipenuhi, jika :
a. Hilang di dalam areal parkir yang telah ditetapkan

B A B  IV
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oleh pengelola parkir bersangkutan dalam hal ini 
sub bagian Pengamanan sandi Telkom KMS Surabaya

b. Pihak II harus bisa menunjukkan bukti-bukti yang 
sah seperti kartu parkir, STNK asli/SIM/KTP/ Kar- 
tu Mahasiswa, pada saat terjadi kehilangan.

c. Tidak adanya unsur kerjasama antara pihak ke II 
dengan pencuri dengan tendensi memperoleh uang 
Ganti Rugi. 39

Dari urainn di atas, dapat diketahui bahwa ganti 
rugi kegilangan kendaraan bermotor yang hilang di peni­
tipan dapat diberlkan kepada pihak IX (pemillk kendaraan 
bermotor tersebut) Jika kendaraan tersebut memang hilang 
di areal parkir yang telah ditentukan oleh pihak penge­
lola parkir bersangkutan*

Pihak II tersebut harus dapat menunjukkan surat- 
surat buktl asll, seperti karcis parkir, Surat Tanda 
Nomor Kendara-m (STNK), SIM (Surat Ijlm Mengemudi pada 
saat kehilangan tersebut terjadi*
Syarat yang penting untuk menerima ganti rugi, adaiah 
jika pihak II mempunyal karcis parkir pada areal parkir 
tersebut. DI samping itu pihak pengelola telah menge* 
tahui, bahwa tidak ada kerjasama antara pemillk kende- 
raan dengan pencuri yang mencuri kendaraan tersebut de­
ngan tujunn menginginkan pembayaran ganti rugi.

Dari uraian di atas, nampaklah bahwa pihak-pihak

^  nawancara, dengan Bambang N. Kepala Sub Bagian 
Pengamanfin, Sandi, dan Telkom Kotamadya Surabaya (Penge­
lola Parkir di halaman Kantor PEMDA Surabaya), tanggal 
05-03-1991.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI GANTI RUGI ATAS HILANGNYA ... MOCHAMAD JURI MUSLIM



yang berkaltan dengan penitipan sepeda pada areal par-
kir halaman PEKDA Surabaya adalah pihak pengelola par*-
kir dengan pihak pemilik sepeda benrjotor yang dltitlpkan

Selenjutnya juga dlkatakan sebagai berikut *
"Bessmya ganti rugi yang dlberlkan kepada pihak

IX adalah ditertukan secara kekeluargaan dengan pato-
40kan harga pasaran sepeda motor pada sa^t krjadian"*

Dengan demikian, dalam pemherian ganti rugipun 
terdapat dua pihak, yaitu t

a. Pihak Pengelola areal parkir halaman PKMDA Sura­
baya secara lndlvidu yang memberikan ganti rugi 
sesuai harga pas^ran sepeda motor yang hilang 
pada smt kejadlan,

b. Pihak peitili* kendaraan bermotor itu sendirl,yang 
memarkir kendaraannya di areal parkir tersebut*
Jika temyata pihak pemllik kendaraan bermotor

di dalnm enyidiknn temyata melakukan kerja sama dengan 
pencurinya, maka ihak pengelola parkir akan raenuntut 
pihak pemilik ke depan sidang Pengadilan*

Di dalam pelaks<~rr)&n pemberian ganti rugi kenda- /  

raan bermotor Ini, ternyata petugas parkir/ Juru parkir 
itu sendlri yang dibebani emberian ganti rugi, hal ini 
di3ebabkan karena petugas parkir tersebut adalah berata- 
tua konover , sehingga dalam diri petugas tersebut belum

52

49 Ibid.
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mewakili sub Bag* Pengamanan, Sandi dan Telkom Kotamadya 
Surabaya yang merupakan salah satu bagian Organisasl 
PEMDA Kotamadya Surabaya.

*Di tempat penitipan sepeda rotor atau kendaraan 
bermotor lalnnya Pemerintah Daerah hanya menarik retribu- 
si saja dalam artif bahwa Pemda hanya memberikan hak me- 
nikmati areal tanah untuk parkir atau sewa terhadap pe- 
milik kendaraan bermotor yang menggunakan. areal parkir 
untuk memarkir kendaraan bermotonra*1̂ 1

Penitipan kendaraan bermotor Ini dapat diartikan 
sebagai memberi hak sementara kepada pemillk kendaraan 
bermotor untuk memarkir kendaraan bermotomya.
Jika terjadi kehilangan atau cacadnya kendaraan bermo- 
tor yang diparkir, maka pemillk berhak melaporkannya ke­
pada Kepollsian Neara, dalam hal ini Polisl Wilayah 
Kota Besar Surabaya* sedangkan Juru Parkir akan bertin- 
dak sebagai Saksi dalam persidangan Pengadilan nantinya 
Dalam hal terjadi kerusakan, maka pemillk kendaraan ber­
motor menderita kerugian, sehlngga berhak atas ganti ru-

Dengan demikian, di dalam usaha perparkiran yeng 
dlkelola oleh Pemerintah Daerah, pihak-pihak yang ber*-

^  Vavancara dengan Drs. Mardlana* Sekretaris 
Unit Pelaksana Daerah Pengelolaan Perparkiran II/UPDP XI 
tanggal 26 - 02 - 1991.
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kaitan Juga ada dua pihak, yaitu pihak petugas parkir 
dan pihak yang menitipkan kendaraan bermotoraya.

Dengan demikian mengenai penentuan ganti rugi 
ini dapat bergantung pada perundlngan antara kedua belah 
pihak, yaitu pihak pemllik dan Juru parkir, atau tergan- 
tung pada siapa yang lalai atau yang salah dl dalam ke~ 
hllangan kendaraan bermotor tersebut, atau dapat juga 
torgantung pada keputusan Pengadilan Negeri atau tergan- 
tung pada besamya harga pasaran kendaraan bermotor yang 
hilang dan kemampuan pihak Juru Parkir untuk bertanggung 
Jawab atas ganti rugi tersebut.

2. Ganti Rugi Bila Ter.ladl Kehllangan

Jika dilihat ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, 
maka setiap orang yang menerbitkan kerugian bagi orang 
lain, wajib member! ganti rugi terhadap orang yang dlru- 
gikan Itu.

Adapun unsur-unsur perbuatan melanggar hukum atau 
onreditmotigdaad sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 
1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

a. Adanya perbuatan balk dalam pengertian aktif mau­
pun pasif;

b. Perbuatan tersebut melanggar hukum * dalam penger­
tian luas yaitu yang meliputi juga moral dan kepa- 
tuhan dalam masyarakat;
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c. Kerugian
d. Ada hubungan causal antara kesalahan dengan kerugl-

an yang dltizabulkan.
Dari ketentuan pasal ini dapat pula ditafsirkan 

bahwa ganti rugi yang diberikan harus seimbang dengan yang 
dltimbulkan.

Sedangkan menurut ketentuan sebagaimana yang terda­
pat pada klausula karcis parkir yang diterbitkan Pengelola 
Parkir di halaman Kantor PEMDA Surabaya mengenai ganti ru­
gi ditentukan sebagai berikut :

"Dengan terlebih dahulu menentukan harga atas barang 
kendaraan yang hilang tersebut menurut harga yang sesuai

4.2atau wajar*.
Dari ketentuan di at»s, jelas dapat dlketahul9 ji­

ka suatu kendaraan hilang di penitipanf maka pihak penge­
lola parkir akan memberikan ganti rugi sebesar harga pa- 
saran kendaraan bermotor yang berlaku saat itu.
Misalnya harga sepeda motor pada saat kejadian tersebut 
jika dijual dlpasaran adaiah Rp. 600.000,- (&iam Ratus 
ribu rupiah) maka ganti rugi yang akan diberikan kepads 
pemillk adaiah sebesar Rp. 600.000,- (Enara ratus ribu 
rupiah).

Mengenai besamya ganti rugi tersebut tidak sama

Vawancara dengan Bambang N. Kepala Sub Bag. 
Pengamanan, Sandi dan Telkom Pemda Surabaya/ Pengelola Par­
kir di halairan Kantor Pemda Surabaya, tanggal 5-03-1991*
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antara pengelola parkir satu dengan yang lain.
Ada yang secara togas dlcanturJcan dalpo karcia parkir 
yaitu pada klausula mengenai pergantian kerugian*
Ada Jugn yang tidak dlatur secara tagos melninknn socara 
kekeluarg ;.:m*

Hal tersebut di atas dltegaskan pula dengan per- 
nyatntn Dr a* Mardlano, sekretaris Unit Pengelola Pendapat 
an Perparkiran Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya* yang 
menyatakan bahwa Jlkn terjadi peristiwa hllangnya kenda­
raan bermotor di tcicpat parkirv maka petugas parkir yang 
bersangkutan tidak wajlb memberikan ganti rugi menglngat 
status kendaraan yang di parkir adalah sewa bukan peni­
tipan* Xawxxn demikian Jika petugas parkir tersangkut de- 
ng^n peristiwa kehil.mgin, dal.-?m arti an ada unsur pldana 
maka petugna tersebut selain membayar ganti rugi juga 
dikenakan sanksi pldana*

3. Cura Perv/eleaul m  dan ^gnentu m  Ganti ftud, Bila Jfrgtadl
&thilmim

Mengenai penyele^nl m  gnnti rugi dalaxa hal hilang* 
nya kandar. in bermotor yang hilang di tempat parkir, dapat 
lah dilihat dari kedua pengelola perparkiran ysnr penulis 
teliti dibawah ini*

Menurut Bapa-' Borab'n^ .T, Kepala Penganansn, 3andl 
dan Telkom Pamda Surabaya/ Pengelola Parkir halamnn Kan tor
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Pemda Surabaya dlkatakan sebagai berikut i
Seperti diketahul untuk memarkirkan kendaraan 

dihalaman Kantor Pemda Surabaya, pemillk kendaraan ber­
motor diberikan karcis sebagai tanda bukti parkir* Hal 
ini selain untuk ketertlban juga untuk bukti kalau ter- 
jadi hal-hal yang tidak dikehendaki.

Karena penitipan kendaraan bermotor di Areal Par* 
klr di halaman Kantor Pemda Surabaya dilaksanakan dengan 
tanpa terleblh dahulu menglsl surat perjanjian tentang 
ganti ruglnya, maka dalam hal pemberian ganti rugipun ti­
dak ada kata sepakat dari kedua belah pihak* Selain dari 
pada secara kekeluargaan*
Untuk ganti rugi tersebut dipenuhi syarat-syarat yang 
harus dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu :

- Hllangnya kendaraan di dalam pool parkir*
- Pihak pemillk harus memlllkl kartu langganan/kar - 

cis parkir, STNK, SIM, KTP atau Kartu Kahasiswa 
yang asli*

- Tidak ada unsur kerjasama antara pihak XI (pemillk 
kendaraan bermotor) dengan pihak pencuri kendaraan 
bermotor tersebut*

Jika syarat-syarat tersebut dlatos memsng sudah 
dipenuhi, maka ganti rugi atas hllangnya kendaraan ber-

43 tfavancara dengan Bambang N* Kepala Pengelola 
Parkir di areal Parkir halaman Kantor Pemda Surabaya*
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motor akan dapat dilakukan*
Penentuan harga pasaran dari kendaraan yang hilang 

dilskukan dengan cara sebagai berikut s
Untuk mengetahui harga pasaran yang berlaku pada 

saat hllangnya kendaraan bermotor tersebut, maka pihak pe­
ngelola parkir akan mencari informasi dari para penjual/ 
para makelar kendaraan bermotor, yang pekerjaannya me- 
mang jual beli sepeda motor tersebut. ^

Dengan demikian, untuk mengetahui harga pasaran 
sepeda motcr atau kendaraan bermotor lain yang hilang di 
penitipan/ pool parkir halaman kantor Pemda tersebut har» 

ga pasaran dapat ditanyakan pada setiap orang yang ber*» 
profesi jual bell kendaraan bermotor, informasi ini di- 
ambil dari pendapat beberapa orang yang berprofesi jual 
beli kendaraan bermotor tersebut, dalam arti sedikit-di- 
kitnya 2 orang,
Dari informasi harga kendaraan di pasaran jual beli sepe­
da motor/ kendaraan bermotor tersebut*

"Terhadap penyelesaian ganti rugi kendaraan berrao- 
tor yang hilang di tempat parkir tersebut, pihak petugas 
parkir dengan disaksikan oleh pihak Pemerintah Daerah 
merundlngkan ganti rugi dan penentuannya tersebut secara 
pribadi* Ganti rugi ini ditanggung sepenuhnya oleh petu­
gas parkir, Jika hllangnya kendaraan bermotor tersebut
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karena kelalalannya, misalnya sebagai petugas parkir la 
meninggalkan tempat tugasnya, sedangkan dlsltu tordapat 
beberapa kendaraan bermotor yang diparklr yang kemudlan 
hilan^.45

Sedangkan pihak yang menerbltkan karcls parkir, da 
lam hal Ini Pemerlntah Daerah Kotamadya Surabaya sama se- 
kall tidak dapat dlbebanl atas pembayaran ganti rugi kepa­
da pihak yang memarkirkan kendaraannya* Karena menurut ke­
tentuan pasal 16 (1) PERDA Kotamadya Tingkat II Surabaya 
nomor 2 Tahun 1985 secara tegas dinyatakan bahwa ? "setiap 
kendaraan yang dlparklr di gedung atau nelataran parkir 
yang bukan mllik Pemerlntah Daerah dikenakan seva parkir 
yang harus dibayar kepada pemegang ijin dlmaksud dalam 
pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini11*

Dari ketentuan Perda tersebut diatas jelas bahwa 
PEMDA Kotamadya Surabaya, sebagai penerblt/ pemberi ijin 
karcls parkir di tfilayah Kotamadya Surabaya* tidak dapat 
diminta ganti rugi atas barang yang hilang di penitipan 
parkir*

Ganti rugi tersebut juga dapat ditentukan atas 
rundingan pihak petugas parkir dengan pemllik, dan dl-

^  Wawancara dengan Drs* Kardlana, Sekretaris 
Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran II/ UPDP II 
Surabaya*
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mana ganti. rugi tersebut di tanggung sendiri oleh pihak 
petugas parkir, jika hilangnya kendaraan bermotor tei> 
sebut karena kelalaiannya* misalnya ia sebagai petugas 
tetapi tidak menjaga kendaraan yang diparkir tersebut 
dengan baik.

Ganti rugi juga dapat ditanggung sendiri oleh pi­
hak pemilik, jika karcis parkir kendaraan bermotor yang 
aehorusnya dibava oleh pemilik tersebut karena sesuatu 
hal berpindah ke tangan orang lain yang kemudian mengam- 
bll kendaraan bermotor yang dititipkan pemilik tersebut 
sehingga menyebabkan kendaraan tersebut hilang.

Dari uraian di atas, maka pihak yang dibebani gan­
ti rugi tersebut adaiah petugas parkir atau pemilik ken­
daraan bermotor itu sendiri.

Sebagai contoh penentuan ganti ▼'■ugi kendaraan ber- 
motor yang hilang di tempat parkir dapat diuraikan seba­
gai berikut s

1) Pada 5 Agustus 1988 sebuah kendaraan sepeda motor 
yang diparkir di halaman Kantor Pemda Surabaya hi 
lang kemudian para petugas yang berstatus honorer 
mengadakan urunan untuk raehgganti dengan uang ke­
pada pemilik. Namun beberapa v/aktu kemudian barang 
tadi diketemukan, maka sudah barang tentu barang 
tadi dikembalikan kepada peoiliknya dan uang gan­
ti rugi yang telah diterima tadi dikembalikan ke-
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pada pengelola parkir tersebut.
2) Awal tahun 1990 terjadi Kehilangan sepeda motor 

yang diparkir di areal parkir halaman Kantor Pemda 
Surabaya. Memang pemilik kendaraan dapat menunjuk- 
kan karcis parkir sebagai tanua bukti, akan tetapi 
setelah dimintakan STNK dan BPKD nya pemilik tidak 
dapat menunjukkan kepada petugas. Oleh karenanya 
pengelola tiaak cau member! ganti rugi.tapi justru 
melaporkan kepada pihak kepolisian.

3) Aual bulan Agustus 1990 malan. hari telah hilang 
Speedometer dari kendaraan yang di parkir di areal 
parkir hala&an Kan cor Pemda Surabaya. Pemilik 
kendaraan menuntut ganti rugi, matta oleh pihak pe­
ngelola dicarikan speedo meter dengan harga yang

46tiiak jauh berbeda dengan yang hilang tersebut.

Dari contoh kasus di atas, raka besamya ganti 
rugi terhadap kendaraan bernsotor yang hilang di areal 
parkir yang diijini oleh Pemerintah Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surabaya, adalah bergantung dari pe- 
rundingan antara kedua belah pihak.

^Wawancara uengan Bambang N, Pengelola Parkir di 
Hala&an Kantor Peiada Surabaya, tanggal 5 - 03 - 1991
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Sedangkan di areal parkir di Tunjungon Center yang dihu- 
bungi penulis sebagai salah satu obyek survey, ketika di 
tanyakan bagaimana tentang ganti rugi bila terjadi kehi- 
langan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipar- 
kir member! javraban sebagai berikut >

'Sebagaimana ketentuan yang tertera dibelakang 
karcis parkir, maka pihak pengelola tidak dapat dimintai 
ganti rugi balk atas kehilangan maupun kerusakan yang 
terjadi di areal parkir ini.
Namun demikian pihak pengelola memberikan servis lain ya­
itu berupa penempatsn Sotpam di areal tersebut untuk lebih

47menjaga keamanannya*

4. Hambatan-hambat^n yang Sering Ter.ladi dan Penanggula- 
ngannya

Memang sebagian besar, ganti rugi kendaraan bermo­
tor yang hilang di tempat penitipan atau parkir adalah 
dllakukan secara kekeluargaan, dalam artlan dilakukan de­
ngan cara perundingan antara pihak pemllik dengan pihak 
petugas parkir, tanpa harus dlselesaikan melalui gugatan 
di Pengadilan.

Tetapi meskipun demikian, hambatan - hambatan da­
lam penyelesalnnnya sering pula di^umpai.

47 Wavancara dengan Gunawan Kepala Unit Pengelola 
Parkir Tunjungan Centre Surabaya, tanggal 8 Maret 1991%
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Hambatan-hambatan tersebut karena kesepakatan kedua be­
lah pihak tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Menurut Drs, Mardiana, hambatan-hambatan terse - 
but antara lain, adaiah :

1. Penitip bukan pemilik kendaraan bermotor,
2. Jika terjadi karena kelalaian pemilik
3. Kesulitan untuk berunding dalam menentukan ganti 

ruginya. ^

ad. 1. Pemilik kendaraan bermotor bukanlah orang yang me 
nitipkan kendaraan bermotomya.
Adakalanya seseorang meminjam kendaraan bermotor 

dari orang lain, kemudian menitipkannya di tempat parkir 
Dalam keadaan yang demikian, biasanya pihak yang menitip 
kan tersebut tidak membawa STNK, dapat juga tidak mempu- 
nyai KTP dan tidak mempunyai SIM.

Kalau dalam hal seperti ini, maka untuk pengurus- 
an ganti ruginya, si penitip kendaraan bermotor tersebut 
akan menghubungi pemilik kendaraan yang asli, kemudian 
dilengkapi dengan :

• Keterangan dari Kepala Kelurahan/ Desa sebagai 
warga penduduk yang bersangkutan, jika tidak mem 
punyai KTP.

- Keterangan dari Kepala Kepolisian, jika STNK-nya

^  Wawancara dengan Drs, Mardiana, Sekretaris 
Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Surabaya,
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masih belum selesai atau dengan meminta kepada 
penjual sebelumnya, jika kendaraan tersebut telah 
dibeli tetapi belum Balin Nama atas nama perai - 
lik tersebut.

Adakalanya, memang sepeda motor tersebut tidak 
ada surat suratnya sama sekali. Jika demikian, maka gan 
ti rugi tidak dapat diberikan.

ad. 2. Kelalaian pemilik
Adakalanya, kunci kontak sepeda motor tersebut 

hilang dan oleh perailiknya diganti dengan kunci buatan 
yang dapat dipergunakan untuk mengontak saja, tanpa kun 
ci stir, sehingga sepeda motor ini dapat pula hilang ji 
ka si pencuri membuat kunci dari segala jenis kunci kon 
tak. Atau juga karena sesuatu hal. karcis parkir yang 
seharusnya dibawa oleh si pemilik atau si penitip ken­
daraan berpindah ke tangan orang lain yang tidak berhak 
kemudian raengambil sepeda motor tersebut.

Dengan demikian, maka petugas parkir tidak akan 
menyangka bahwa si pengarabil kendaraan bermotor tersebut 
adaiah bukan si pemilik.

Jika terjadi demikian, maka proses pemberian gan­
ti ruginya juga berlaku seperti uraian pada ad. 1 di 
atas.
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ad* 3. Sulit Berunding
Adakalanya pihak yang kehilangan sulit untuk di 

ajak berunding dal^m hal menentukan besamya ganti ru­
gi tersebut* Hal Ini menyebabkan dlllema bag! pihak pe4 
tugas parkir bersangkutan.
Karena Jika menggantl keseluruhm harga kendarmn ber- 
motor oasih harus dlcarlkan informasi mengenai harga 
pesanan dari kendarvn tersebut di lokasl Jual bell* 
Kalau d^lam bursa jual bell sepeda motor tersebut pernah 
dljual tidak akan ada perrassalahrm, tetapi jika temyata 
di burs?? jual bell sepeda no tor tersebut tidak pernah 
dljual sepeda motor serupa, maka akan sulit menentukan 
ganti ruginya.

Kalau terjadi hal dealkinn, rtaka akan ditempuh 
dua cara penyeleoalonnya, yaitu i

a* Denman mengajukan gugatan ke pada Pengadilan Ne- 
geri Surabaya, dimana besamya ganti rugi ting* 
gal menung^u keputusan dari Pengadilan Kegeri 
tersebut*

b. Dengan menawarkan se^umlah harga kepada si pemi-
11k seolah-olah petugas parkir akan membeli ken-
daraan bermotor tersebut. Ganti rugi sepertl ini
blasanya akan mencapai 70 - GO % dari harga pa- 

49saran. **

49 .iawane ara dengan Bambang N, Kepala Sub Bagian 
Pengamanan* Sandi Telkom Kotamadya Surabaya.
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Di dalam penyelesaiannya, sepanjang tidak terd&- 
pat bukti bahwa petugas parkir bekerjasama dengan si pen 
curi, petugas parkir tersebut tidak akan dituntut pida- 
na« Tetapi dalam hal hilangnya kendaraan bermotor di pe­
nitipan/ parkir ini, tuntutan pidana sulit dipergunakan 
kecuali jika benar-benar terbukti keterlibatan juru par­
kir dalam pencurian tersebut, apakah terraasuk penyerta-

CAan, pembantuan atau dia sendiri sebagai pelakunya*

Wawancara dengan Kochamad Ishak, SH, Kejaksa- 
an Tinggi Jawa Timur, tanggal 1 April 1991*
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B A B  V

p E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah dituangkan di 
halaman-halaman sebelum ini, waka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, yaitu :

1, Di dalam pengelolaan parkir pada areal Parkir
Halaman Kantor Pemda Surabaya, penentuan ganti ru­
gi terhadap kendaraan bermotor yang hilang di 
te&pat penitipan kendaraan bermotor atau tempat 
parkir telah ditentukan tersendiri, yaitu secara 
kekeluargaan dengan cara 0-en.beri ganti rugi de­
ngan harga pasaran atas kendaraan bermotor yang 
hilang tersebut pada saat ke^adian kehilangan ter- 
âdi. Hal ini masih disertai syarat-syarat ter- 
tentu, yaitu bahwa kendaraan bermotor tersebut 
memang hilang di tempat parkir yang sah dan n-eru- 
pakan v*e*enang petugas parkir halaman Kantor Pem- 
da tersebut, pihak pemilik harus uemiliki karcis 
parkir, STNK, SIM, KTP yang nasih btrlaku, dan 
tidak ada unsur kerja sa&a antara percilik sepeda 
motor/kendaraan bermotor yang hilang dengan pihak 
pencuri.
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Jika kehilangan sepeda motor tersebut di areal 
parkir Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya, maka 
ganti rugi tersebut ditanggung penuh oleh petugas 
parkir sepanjang kendaraan tersebut hilang di pool 
Pemda yang resmi/ sah dan pada waktu parkir memang 
telah diberikan karcis parkir atau tanda-tanda re- 
tribusi lainnya, Hal ini didasarkan pada ketentuan 
pasal 1694 Jo 1707. KUH Perdata,
Petugas parkir dapat dikenai pertanggungjawaban 
ganti rugi sepenuhnya pula, Jika sebab-sebab hi- 
langnya kendaraan bermotpr tersebut dikarenakan 
kelengahan petugas parkir tersebut di dalam meng- 
awasi kendaraan bermotor yang diparkir,
Penentuan besamya uang ganti rugi parkir di loka- 
si parkir Pemda dapat diselesaikan dengan dua ma- 
cam jalan, yaitu perundingan antara pihak petugas 
dengan pemilik, atau dengan proses pemeriksaan 
di persidangan Pengadilan Negeri dengan jalan meng 
gugat di persidangan Pengadilan Negeri yang dila- 
kukan oleh pihak pemilik,

2, Seperti telah kita ketahui, bahwa yang ada di be- 
lakang petugas parkir adaiah Pemerintah Daerah 
Kotamadya Surabaya, sehingga jika petugas parkir 
tidak sanggup atau tidak mampu membayarnya, maka 
pihak Unit Parkir Pemerintah Daerah akan mengganti
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ganti rugi parkir tersebut, kemudian pihak petugas 
parkir tlnggal mengangsur seluruh uang yang telah 
dllunasi oleh pihak Pemerintah Daerah Kotamadya 
tersebut dengan lamanya waktu sesuai yang telah 
diperjanjikan antara pihak pemerintah Daerah Kota­
madya (dalam hal ini Pemerintah Daerah Tingkat II 
Kotamadya Surabaya) dengan petugas parkir yang 
biasanya dlambilkan dari seorang pegawai honorer, 
pegawai harian atau pegawai lepas lainnya.

3. Karcls Parkir atau retribusi memang berasal dari 
Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya, 
tetapi pihak Pemda tidak dapat diikutsertakan 
di dalam pelunasan ganti rugi sepanjang di dalam 
masalah hilangnya sepeda motor/ kendaraan bermotor 
tersebut kesalahan bukan para pihak Pemda atau mi­
salnya karena kelengahan petugas parkir atau ke- 
cerobohan pemilik kendaraan bermotor itu sender!* 
Dalam hal ini pemerint&h daerah dapat ikut serta 
mengganti kerugian, jika kehilangan sepeda terse­
but memang disebabkan kelengahan pihak Pemda di- 
dalam menentukan atau mengelola areal perparkiran 
itu sendiri.
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2. Saran

a* Sebaiknya penyelesaian ganti ru^i atas kendaraan - 
yang telah hilang dipenitipan dilakukan secara keke- 
luargaan / musyawarah. Hal ini aaaiah selain untuk 
mempersingkat waktu juga meringcinkan beaya kedua ce- 
lah pihak terutamu peuugas parkir ber^angkutan yang 
terpaksa harus mening^alkan pekeijaannya. Mengenai 
besamya ganti rugi seharusnya disesuaikon dengan 
harga kendaraan/part y^g hilang, bukan berpedoman 
pada klausula yan0 tercar.tusa harapir pada tiap karcis 
tenda parkir kendaraan yan^ pada umumnya sangat 
kecil jumlahnya dan tidak u^pat aipakai untuk meng- 
gonti boran^ yan̂  telah hilang.
Penyelesaian tiengan cara mengajukan gugatan melalui 
Pengadilan Negeri setempat sekalipu# dapat dilaku**

* kan sebaiknya ditempuh setelah upaya musyawarah/ 
kekeluar^aan diantara para pihak benar-benar tidak 
dapat dilakukan.

b. Pemerintah Daerah Kotumadya Surabaya CQ Unit Penge­
lola Pendapston perparkiran dalam hal auanya tuntut- 
an ganti rugi oleh pemilik kendaraan atas kendaraan 
yang hilang stharusnya ikut member! andil dalam pem- 
berian ganti rugi tien&an cara memberikan sebagian 
beaya kepada patu&as parkir bersan&kutan dinana be- 
sarnya disesuaikan dengan tin&k~t retribusi perpar-
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kiran yana diterima oleh Pemerintah Daerah Kotama­
dya Surabaya. Hal ini tentunya akan memberikan 
kesan yang balk yaitu bahwa Pemerintah Daerah ber- 
san^kutan tidak hanya mengambil keuntungan saja 
dari sektor perpakiran melainkan, juga turut mem- 
bantu meringankan beban petugas parkir yang ada 
di lapangan*

c. Meskipun pihak PiiMUA Kotamadya Surabaya, telah me- 
nyerahkan sepenuhnya tentang pengelolaan parkir pa­
da petugas yan& ada dilapan^an. Hal ini tidak ber- 
arti pihak PSMDA tersebut lepas dari lan^sung ja- 
wabnya sebagai administrbtor yang menentukan kela- 
yakan areal perparkiran itu sendiri*
Oleh karenanya pihak yang dirugikan dalam kasus ke- 
fiilangan tersebut tidak segan untuk menyertakan PEMDA 
sebagai salah satu pihak tergugat sepanjang peristiwa 
kehilangan / kerusakan tersebut sebagian besar tiise- 
babkan oleh kesalahan PEMDA bersan^kutan yaitu ber- 
kaitan dengan perijinan yan& telah dikeluarkan.
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